
BUPATI MUSI RAUTAS
PERATURAN BUPATI MUSJ RAWAS

NOMOR SO TAHUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEI.AKSANAAII PEMBERIAN G,d.rI, ?UNJANGAN

ATAU PENGHASILAN KETIGA BEI,AS TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWA]

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMDRINTAH XABUPATEN MUSI RAWAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbarg :

Mengingat

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang

Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan

Ketiga Belas Tahun 2O2o Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri

Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau

Penghasilaa Ketiga Betas Tahun 2O2O Kepada Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi

Rawas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPrqia di

Sumatera setatan (I€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
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, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahar

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oO4 tentang

Perbendaharaan Negara (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lEmbararl Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kFIi diubah terakhir

dengaa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintalEn Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahr:n 2014 Nomor 292, lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2o16 tentang

Perangkat Daerah (lembaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahvn 2Ol9 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16

tentang Perangkat Daerah (Irmbaran NegaJa

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor L87,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

g- Peraturan Pemerinta-h Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

I:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaal Keuangan Daerah (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang

Peruberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau

Penghasilan Ketiga BeLas Tahun 2O2O Kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prqiurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan (I.cmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 189);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimaaa telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Mcntori Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taltun

2006 tentang Pedoman PengeloLaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tshun 2011 Nomor

31O);
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Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 202O (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 1O)'

MEMUIUSIGN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEI.AKSANAAN PEMBERIAN GA.JI, TUNJANGAN ATAU

PENGI{ASILAN KETIGA BEI,AS TAHUN 2O2O KEPADA

PEGAWAI NEGERI STPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.A.NJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2- Pemerintah Kabupa.ten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

dan tugas pembantuarr dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Nega.ra Republik lndonesia

Tahun 1945.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.
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5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

CPNS adalah warga negara Indonesia yang ditetaPkan

telah tulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri

Sipil namun belum sepenuhnya menerima haknya

sebagai Pegawai Negeri SiPil.

Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara

teratur kepada kar5rawan yang dibayarkan bersamaan

dengan gaji.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja

kepada pegawai yang ditetapkan darl dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang-undangan.

Surat Perintalt Membayar yang selanjutnya disebut

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang

dipersamakan,

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disebut SP2D adalah surat perintah pencairan yang

diterbitkan oleh Kepala Bidalg Perbendaharaan

Daerahselaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk
pelaksanaa! pengeluaran atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan

SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU

PENGHASII,AN KEIIGA BEI.AS

Pasal 2

Gaji, T\rnjangan atau Penghasilan Ketiga Betas Tahun 2O20

diberikan kepada:

a. PNS;

b. CPNS; dan

c. Penerima gaji terusan dari PNS.

6.

7.

8.

9.
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Pasal 3

Gaji, Tunjangan atau Fenghasilan lGtiga Bclas Tahun 2020

tidak dibcrikan kcpada:

a- Pejabat Negara t€rtcntu, yang meliputi :

1. Ketua, Wakil Kctua dan AngSota Dewan Pemakilan

Rakyat Daerah; dan

2. Bupati dan Wakil BuPati'

b. P!{S yaag scdang menjalani cuti di luer tarygunga,

negarai dan

c. PNS yang s€dang ditugaslcan di luar instansi

pemerintah baik di dd8m maupun di luar negeri irang

gqiinya dibeyar oleh instansi tempat penqasan.

PaEal 4

(1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Keti8a Bcles

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling

banyak scbesar pcnglrasilan Pada bulan Juli.

(2) Dalam hd penghasilan bulan JuIi sebsg'i"nana

dimaksud pada ayat (f) belum dibayarkan scbcsar

pcnghasilan yang seharuenya diterima karena

berubahnya pengbasilan, kepada yang bcreangkutan

tctap dibcrikan selisih kekurangan Gdi, fujansan
atau Penghasilan Icrige Bcla8.

Pasal 5

(3) Penghasilan scbagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(1) diberikan bagi PNS paling benyak mcliputi g4ii

pokok, tunjanggn keluarga dan tunjangan jabatan atau

tunjangan umum.
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Pa88l 6

Gaji, Tunjangan atau Fenghasilan lctiga Belas

sebagaimana dimaksud dalam Pasd 4 ayat (1) diberilon

begi:

a. Fenerima gaji tcrusan dari PNS yang meninggal dunia,

tcwa3, atau gwur; atau

b. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hil'an&

yaitu sebcsar pcnghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada

bulan Juli dan anggarannya dibcbankan pada instansi atau

lembaga teDpet PNs bekerja.

Pagat 7

PenghaEilan sebagaimsne di'nrLsrd dalam Pasal 4 ayat (1)

diberikan bagi CPNS, paling banyak meliputi:

a. aO96 (delapan puluh perscn) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarya; dan

c. Tunjangen jabatan etau tunjengan umum

Pasal 8

Beearan penshasilan scbagairnana dimaksud dafa" Pasd 4

ayat (1) tidak Grmasuk:

a. jcnis tunjangan kinerja;

b. inscntif kinerja;

c.

d.

ino€ntif kerja;

tunjangan bahaya;

tunjangan reiko;
tunjangan pengamansri

tunjangan profesi atau hmjangan khusus guru;

tambahan penghasilan bagi guru PNS;

insentif }rtrusue;

tunjangsn setsih penglasilan;

tunjangan penghiduPan luar negeri; dan

e.

f.

s.

h.

i.

j.
k.
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(1)

l2l

(U

l2l

tunjangan Lain yang sejenis dengan tunjangsn

kompcnsasi atau tunjangan bahaya serta tunjangatr atau

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga

dan penghasilan Lain di luar sebagaioana dimaksud dalam

Pa8al 5 saEpai dengs! Pasal 7.

Pasal 9

Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu)

penghasilaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga

Belas diberikan salah satu yangjumlahnya lebih besar'

Dalam hat PNS menerima pembaya.ran lebih dari 1

(eatu) Gaji, Turt'angan atau Penghasilan Ketiga BeLas

maka kelebihan pembayaran tersebut me rupakan

utang dart wajib mengembalikan kepada Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 10

Be8alar! Gaji, Tunjangan atau Penghaeilan Ketiga

Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Gaji, Tujangan atau Penghasilan Ketiga BeLas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 1 I

(U Gaji, Tunjangan atau Penghasi.lan Ketiga Belas untuk

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dibayarkan pada bulan Agustus.
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Diundangkan di Muara Bcliti

padatanggal lt Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

TEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR .3

(2) Dalam hal Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Kctiga

Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (r) belum

dspat dilakanakan, pemba)'axan dapat dilakuken

p6da bulan-bulan berikutnya.

Pesal 12

Proses penerbitan dan pengajuan SPM dan sP2D Gaji,

Tuqisngan atau Penghasilan Kerige Belas dilakukan scsuai

dengan kctentuan pcraturan pcrundangrundangan.

BAB W

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pade tanggal

dirmdangkan.

ASar setiaP orsng mengetahuir4ra, memerintahkan

pcngundangan Pfiaturan Bupati ini dengan

pcnempatannya dalam B€rita Daerah l(abupatrn MuBi

Rawas.

Ditetapkan di Muffa Beliti

It Aeustus 2020

RAWAS,

,t\''
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